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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 39 TAHUN 2012 
TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA                                                              
KANTOR URUSAN AGAMA  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan 
bimbingan masyarakat Islam, perlu  dilakukan 
penataan organisasi dan tata kerja  Kantor Urusan 
Agama; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Urusan Agama; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang 
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 98, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang 
Penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan 
Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3019); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 4667, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 129); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden 
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara; 

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, 
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 
tentang Pembinaan Gerakan  Keluarga Sakinah; 

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
592); 

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 851); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI 

DAN TATA KERJA KANTOR URUSAN AGAMA. 
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